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GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Inspektorat Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Untuk mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan maka ditetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pekalongan adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  

b. perencanaan program pengawasan;

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 

e. penyusunan laporan hasil pengawasan;

f. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pekalongan terdiri dari:
1. Inspektur.
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di dipimpin oleh seorang inspektur yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Inspektur mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana tersebut di atas.

2. Sekretariat. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Sekretariat mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

c. penyusunan bahan data pembinaan teknis fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan dan penyusunan anggaran, evaluasi, pelaporan, menghimpun dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
b. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga.
3. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah II;

5. Inspektorat Pembantu Wilayah III; 
Masing-masing Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

a. pengusulan program pengawasan wilayah;

b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan terdiri dari :
1) Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, P2UPD memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan,  yang meliputi : 

a) pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;

b) pengawasan atas urusan pemerintahan, 

c) pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 

d) pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 

e) pengawasan untuk tujuan tertentu, dan 

f) melaksnakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2) Auditor 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012, tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan, yang meliputi :

a) audit,
b) evaluasi,
c) reviu,
d) pemantauan,
e) pengawasan lainnya antara lain : konsultansi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi, efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.
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2.3
Sumber Daya. 
Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan, Inspektorat didukung oleh 40 (empat puluh) orang, 20 (dua puluh) orang diantaranya merupakan pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan (pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, evaluasi, reviu, monitoring/pemantauan, dan asistensi/pendampingan.  

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
	No.
	Golongan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Golongan I
	1
	0
	1

	2
	Golongan II
	3
	0
	3

	3
	Golongan III
	15
	12
	27

	4
	Golongan IV
	7
	2
	9

	
	Jumlah
	26
	14
	40


Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal
	No.
	Pendidikan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	SD
	0
	0
	0

	2
	SLTP
	1
	0
	1

	3
	SLTA
	4
	0
	4

	4
	D.III
	1
	0
	1

	5
	D.IV/S.1
	16
	12
	28

	6
	S.2
	5
	1
	6

	
	Jumlah
	27
	13
	40


Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

	No.
	Jabatan 
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Struktural Eselon II
	1
	0
	1

	2
	Struktural Eselon III
	3
	1
	4

	3
	Struktural Eselon IV
	2
	0
	2

	4
	P2UPD
	4
	5
	9

	5
	Auditor
	7
	2
	9

	6
	Fungsional Umum/Staf
	9
	6
	15

	
	Jumlah
	26
	14
	40


Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural 

Berdasarkan Eselon

	No.
	Eselon
	Jumlah

Eselon
	Jumlah Pegawai

Yang Ada
	Jenis Kelamin

	
	
	
	
	Laki-laki
	Perempuan

	1
	II.b
	1
	1
	1
	0

	2
	III.b
	4
	4
	3
	1

	3
	IV.a
	2
	2
	2
	0

	
	Jumlah
	7
	7
	6
	1


Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Fungsional Khusus

Berdasarkan Jenjang Jabatan

	No.
	Jabatan 
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	P2UPD Madya
	2
	2
	4

	2
	P2UPD Muda
	2
	3
	5

	3
	P2UPD Pertama
	0
	0
	0

	4
	Auditor Madya
	0
	0
	0

	5
	Auditor Muda
	3
	1
	4

	6
	Auditor Pertama
	4
	1
	5

	
	Jumlah
	11
	7
	18


Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Yang Melakukan Tugas Pengawasan

Berdasarkan Jabatan

	No.
	Jabatan 
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Inspektur Pembantu
	2
	1
	3

	2
	P2UPD Madya
	2
	2
	4

	3
	P2UPD Muda
	2
	3
	5

	4
	P2UPD Pertama
	0
	0
	0

	5
	Auditor Madya
	0
	0
	0

	6
	Auditor Muda
	3
	1
	4

	7
	Auditor Pertama
	4
	1
	5

	8
	Fungsional Umum/Staf
	0
	3
	3

	
	Jumlah
	13
	11
	24


Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat masih kurang memadai. Inventaris yang masih dalam kondisi baik untuk digunakan dalam kegiatan operasional kantor antara lain terdiri atas :

a. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin berjumlah total 597 unit (lima ratus sembilan puluh tujuh unit), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Jumlah Peralatan dan Mesin

Inspektorat Kabupaten Pekalongan

	No.
	Jenis Barang
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	B
	KB
	RB
	

	1
	Kendaraan Dinas Jabatan
	1 
	 
	 
	1 

	2
	Kendaraan Dinas Operasional
	 
	2 
	 
	2 

	3
	Sepeda Motor
	32 
	 
	 
	32 

	4
	Sket Math
	 
	1 
	 
	1 

	5
	Rol Meter
	 
	1 
	 
	1 

	6
	Scanner
	2 
	 
	 
	2 

	7
	Mesin Ketik Manual Portable 
	 
	1 
	2 
	3 

	8
	Lemari Besi
	8 
	6 
	 
	14 

	9
	Filling Besi/Metal
	29 
	 
	 
	29 

	10
	Filling Kayu
	5 
	 
	 
	5 

	11
	Brand Kas
	1 
	 
	 
	1 

	12
	Lemari kayu
	 
	1 
	 
	1 

	13
	Papan Nama Instansi
	2 
	 
	 
	2 

	14
	Papan Pengumunan
	1 
	 
	 
	1 

	15
	White Board
	4 
	 
	 
	4 

	16
	Mesin Absensi
	1 
	 
	 
	1 

	17
	Overhead Projektor
	1 
	 
	 
	1 

	18
	Lemari kayu
	19 
	 
	 
	19 

	19
	Rak Kayu
	4 
	 
	 
	4 

	20
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu
	3 
	 
	1 
	4 

	No.
	Jenis Barang
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	B
	KB
	RB
	

	21
	Meja Rapat
	10 
	10 
	2 
	22 

	22
	Meja Telpon
	 
	8 
	 
	8 

	23
	Kursi Rapat
	30 
	 
	 
	30 

	24
	Kursi Lipat
	92 
	 
	3 
	95 

	25
	Meja Komputer
	 
	6 
	2 
	8 

	26
	Meja Biro
	16 
	25 
	3 
	44 

	27
	Kursi Plastik
	4 
	 
	 
	4 

	28
	Jam Elektronik
	7 
	 
	 
	7 

	29
	Lemari Es
	1 
	 
	 
	1 

	30
	AC Split
	3 
	8 
	 
	11 

	31
	Kipas Angin
	4 
	1 
	1 
	6 

	32
	Televisi
	 
	1 
	 
	1 

	33
	Sound System
	1 
	 
	1 
	2 

	34
	Karaoke
	1 
	 
	 
	1 

	35
	Wireless
	 
	1 
	 
	1 

	36
	Megaphone
	 
	1 
	 
	1 

	37
	Microphone
	 
	1 
	 
	1 

	38
	Lambang Garuda Pancasila
	1 
	 
	 
	1 

	39
	Gambar Presiden/Wakil Presiden
	 
	2 
	 
	2 

	40
	Tiang Bendera
	1 
	 
	 
	1 

	41
	Dispenser
	1 
	 
	 
	1 

	42
	Mimbar/Podium
	1 
	 
	 
	1 

	43
	Lambang Instansi
	4 
	 
	 
	4 

	44
	Alat Rumah Tangga Lain-lain
	 
	68 
	 
	68 

	45
	PC Unit/ Komputer PC
	1 
	3 
	1 
	5 

	46
	Lap Top
	8 
	2 
	2 
	12 

	47
	Note Book
	11 
	3 
	2 
	16 

	48
	Printer
	2 
	 
	 
	2 

	49
	Printer
	 
	5 
	 
	5 

	50
	Scanner
	 
	1 
	 
	1 

	51
	Server
	1 
	 
	 
	1 

	52
	Meja Kerja Pejabat Eselon II
	1 
	 
	 
	1 

	54
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	3 
	 
	 
	3 

	55
	Meja Tamu Ruangan Biasa
	4 
	 
	 
	4 

	56
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II
	1 
	 
	 
	1 

	57
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	8 
	 
	 
	8 

	58
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	8 
	 
	 
	8 

	59
	Kursi Kerja Pegawai 
	23 
	36 
	4 
	63 

	60
	Proyektor + Attachment
	1 
	 
	 
	1 

	61
	Unintemuptible Power Supply (UPS)
	6 
	1 
	 
	7 

	62
	Layar Proyektor
	1 
	 
	 
	1 

	63
	Pesawat Telephone
	1 
	 
	 
	1 

	64
	Facsimile
	1 
	 
	 
	1 

	65
	Concrete Hammer Test
	1 
	 
	 
	1 

	66
	Power Suply
	 
	1 
	 
	1 

	
	Jumlah
	376 
	197 
	24 
	597 


b. Gedung dan Bangunan

Gedung kantor berjumlah 1 (satu) unit.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan listrik berjumlah 1 (satu) unit.

d. Aset tetap lainnya

Buku-buku perpustakaan berjumlah 53 (lima puluh tiga) unit.
2.3
Kinerja Pelayanan
Dalam Renstra Inspektorat Tahun 2011-2015 menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai dan dijabarkan dalam kegiatan pengawasan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan berkala komprehensif pada seluruh unit kerja/SKPD atas aspek kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, barang daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

b. Pemeriksaan berkala komprehensif pada Desa atas kebijakan, kelembagaan, keuangan, kekayaan desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

c. Pemeriksaan kasus aduan masyarakat.

d. Pemeriksaan khusus atas pelaksanaan kebijakan kepala daerah/bupati.

e. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

f. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah.

g. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Pemerintah Daerah.

h. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

i. Reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

j. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD,

k. Evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD,

l. Monitoring, pemantauan, penelitian dan penilaian antara lain : pemantauan barang milik daerah, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan, penelitian Laporan Pajak Pribadi PNS (LP2P), penelitian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) dll).

m. Asistensi/pendampingan antara lain asistensi penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual, asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, asistensi penyusunan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

n. Pelayanan Administrasi Perkantoran  

o. Pelayanan Administrasi Kepegawaian    
Tabel 2.8

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011 – 2015
	No.
	Program / Kegiatan
	Terget / Capaian 2011 - 2015
	Total Target
	Total Capaian
	Persentase Capaian

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	
	

	
	
	Target 
	Realisasi
	Target 
	Realisasi
	Target 
	Realisasi
	Target 
	Realisasi
	Target 
	Realisasi
	
	
	

	A.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKPT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	2.
	Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	70
	70
	100 %

	B.
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penegndalian Manajemen KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	720
	720
	100 %

	2.
	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
	16
	16
	20
	20
	20
	17
	21
	17
	20
	18
	97
	88
	90,72

	3.
	Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
	10
	10
	14
	14
	12
	12
	14
	14
	13
	13
	63
	63
	100 %

	4.
	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	5.
	Kegiatan Reviu Laporaan Keuangan (SKPD dan Pemda)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	6.
	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	100 %

	7.
	Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	5
	5
	65
	65
	100 %

	8.
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	60
	60
	100 %

	9.
	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	10.
	Kegiatan Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	11.
	Kegiatan Kormonev Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	100 %

	12.
	Kegiatan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemkab Pekalongan
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	3
	100 %

	13.
	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	100 %

	14.
	Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	100 %

	15.
	Kegiatan Reviu RKA SKPD dan PPKD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	100 %


	No.
	Program / Kegiatan
	Terget / Capaian 2011 - 2015
	Total Target
	Total Capaian
	Persentase Capaian

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	
	

	
	
	Target 
	Relaisasi
	Target 
	Relaisasi
	Target 
	Relaisasi
	Target 
	Relaisasi
	Target 
	Relaisasi
	
	
	

	C.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Bintek/Sosialisasi/Pelatihan/Kursus/Seminar ke Luar Daerah
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	60
	60
	100 %

	2.
	Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	8
	8
	100 %

	3.
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP Dalam Rangka Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	100 %

	D.
	Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	100 %

	E.
	Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegwaian
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	100 %

	F.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional P2UPD
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	100 %

	2.
	Kegiatan Bintek Penyusunan SOP dan BAP Disiplin PNS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	100 %


2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD. 
Inspektorat Kabupaten Pekalongan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pekalongan. Pengawasan Intern tersebut meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Tantangan 
Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:
a. Dinamika Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik;

c. Meningkatnya  kesadaran, pemahaman dan peran kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan umum,
Peluang 
Secara umum terdapat peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun ke depan, antara lain :
a. Dukungan masyarakat dan komitmen Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Komitmen pemerintah tersebut antara lain dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004,  dan  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2004)  supaya  pengelolaan  keuangan  Negara/daerah  akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun  2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dengan semakin bermunculannya peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya  pemerintahan yang bersih dan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat semakin kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta semakin berani mengungkapkan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Berdasarkan data aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan, menunjukkan adanya trend peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas aduan.

Hal ini menjadi  peluang bagi Inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk semakin meningkatkan peran dan fungsinya sebagai unsur penunjang Bupati dalam bidang pengawasan.
b. Kebijakan penguatan peran Inspektorat.
Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari  mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. Utamanya sejak bergulirnya era reformasi, kewenangan dan fungsi pengawasan yang diberikan kepada Inspektorat di daerah semakin kompleks.  Secara umum mandat yang diterima Inspektorat meliputi:
Tabel 2.9
Mandat Pengawasan Sesuai Kewenangan 
	No.
	Dasar Hukum
	Kewenangan

	1
	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
	Pasal 20 ayat (1)

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah

	2
	PP Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pasal 26 ayat (4) :
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a.  pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota;

b.  pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

c.  pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

	3
	PP Nomor 8 Tahun 2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
	Pasal 33 ayat (3) :
Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/

pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.


	No.
	Dasar Hukum
	Kewenangan

	4
	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pendalian Intern Pemerintah
	Pasal 49 ayat (6) : Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota

	5.
	PP Nomor 53 Iahun 2010 tentang Disiplin PNS
	Pasal 25 ayat (2) Inspektorat sebagai unsur Tim Pemeriksa :Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

	6
	Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
	Lampiran Bab II Halaman 16 :

Area Perubahan dan hasil yang diharapkan : Area Pengawasan meningkatnya penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

	7
	Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Pasal 28 ayat (1)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga /Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, pasal 22 dan Pasal 23.

	8
	Permendagri Nomor 52 Tahun 2015  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
	Lampiran Romawi IV angka 9 :

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan APIP untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

	9
	Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pasal 8 ayat (1)

Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.

	10
	Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	Pasal 10

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima.

Pasal 12 ayat (1)

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi

pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling

lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi  pencantuman dalam

Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.


c. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan.
Adanya desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan serta pengawasan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri dan secara teknis oleh Kementerian dan Lembaga yang menangani secara teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Peluang ini memberikan ruang gerak bagi Inspektorat Kabupaten Pekalongan dalam rangka pendanaan, penyusunan prosedur dan kebijakan di bidang pengawasan maupun dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi di bidang pengawasan.
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

Untuk mewujudkan APIP yang efektif dan kapabel, maka peran Internal Auditing oleh APIP harus juga mengacu pada praktek-praktek modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, antara lain  Pengembangan kemampuan / inovasi dalam kegiatan pengawasan intern, seperti pengembangan kompetensi SDM dan penggunaan tehnologi informasi.
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